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JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR fu, a/KPTS/ ry /2026

TENTANG

PENGESAHAT{ PENGATi{GKAT:{N A\GGorA tsADAlilP[R]lLisr-'AnA11,AT'AIv DESA (Bpn) pEtJGGAF{.rlAl'irAR WAKTti (PAlv) N{ENJADI AI\GGOTA BADAT{ pERNrtis},ARA\ryA'I.AN DESA (BpD) DEF.tI\itrIF pAD.*
DESA GANII{YTAL DI KECA]\{ATA]\ SAHTJ TINITJR

ILTBUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

klenimbang '. a. bahwa sehubungan dengan 1 satu) Anggota Badan penrusyarvaratan Desa (BpD)
N{engLrndurkan diri maka di pandang_perlu menetapkan Pengesahan pengangkatan anggotaBadan Permusyara\r'atan Desa (BPDI Pengganti Antar waktLr-paW me,jalti Anggota BatlanPermusYararvatan Desa (BPD) Definitif pada Desa Garnnviai di Kecamatan Sahu J-imurKabupaten Halmahera Barat.

b. bahwa trerdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan permusyawaratan Llesa(BPD) Pengganti Antar Waktu {PAW) pidu D*u,, 

-Gamnyial 
Kecarnatan Sahu Timur

Kabupaten Hairnahera Barat:

lVengingat : !.

2.

3.

I
5.

o-

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Noinor Tahrm tr95T
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Srvantantra Tingkat 1{ dalani wilayih l)aerah Srvantantra
Tingkat I Maluku rnenjadi l_indang-undang;
Undang-undaflg Nornor 6 Tahun 2000 teiltang Perr-rbahan atas Undang-undang Nor-nor 45Tahun 1999 tentang Pembentukan Irropinsi l,fsluktr [,rtara" Kabupaten iuru dan l(ahupate*
Maluku Tenggara lJarat;
Undang-undang Nornor i Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten l-Iairnahera lJtara-
Kabupaten Halmahera Selatan, Kalrupaten KepLrlauan Sula, Kabr-rpaten l-lahnahera l"imr-rr danKota'Iidore Kepulalran di propinsi Maluku Lltara,
{Jndang-undang Nomor 23 Tahun 20 i 4 tentang pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-undang Nornor I "fahun 2022 tentang Hubirngan Keuangan antara pemerintah pusat
dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
Nomor 43 Tahun 2014 l'entang peraturan
Tentang Desa;

2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah
r pelaksanaan [Jndang-undang lrlomor 6 Tahun 30]4

8. Peraturan Pemerintah Nornor 12 "i'ahun 2019 tentang tentang penjelasan Ke irangan Daerah.9' Peraturan Menteri Dalam Negeri I{I No I l0 Tahun 2016 
-fentang Badan pennusl,.awarataii

Desa.
10' Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan teknis pengelolaa.n

Keuangan Daerah,
il' Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 20lr) Tentang Bada,

Pennusyaralvatan Desa:
1?' Peraturan Daerah Kabr-rpaten Hatrmahera [Jarat Nornor 2'fahun 2021 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 6 Tahun 20 i6 tentang pernbentukan dan
susunall perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Nomor 1 
"fahr-rn 2026.

tentang APBD Kabupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
I4. Peratr"rran Bupati Halmahera Barat }.Jomor I Tahun 20i6 tentans

penjabaran APBD 'l'ahun Anggaran 2A26;

R,



IMemperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Noin*r . HAl0Zl2026 Tanggal 12 Februari ?026 Ferihai :

Pemberitahuan Usulan BFD.

&rlenetapkan

KESATU

KEDIJA

KtrTiGA

KEEh,{PAT .

IitrT,IMA

KIIENAM

KETI J.It]H

lr.,fEtulU'iliSKAI.,j

Mengesahkan Pengangkatan Anggota lSadan Pernrusyar.r,aratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian
Antar Waktu (PAW) pada l)esa Ganinyial di l(esamatan Saliu 'fimur Kabupaten Haiurahera
Barat:

&lasa Bhakti Anggota Badan Permus,varvaratan Desa (llPD) Pergantian Antar Waktu ailalah
melanjLrtkan sisa masa bhakti Anggota Radan Permusyawaratan Desa (tsPD) ]'ang di garrtikan dan
sesudahnl,'a cli tetapkan berdasarkan musyalvarah dan atau pilih kerabah 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnl,a;

Bagi Anggota Badan Permus-vawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yarlg di karenakan
sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Hahnahera
tsarat dengan ini menyampail<an ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-trnggini'a
atas Dhanna Baktinva kepada Bangsa dan Negara selarna ini.

Badan Permusyar.varatan Desa (BPD) Pergantiarr Antar Waktr-r dalam rnelaksanakan tusasnva,
ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan
Perundang-undangan yang lrerl ak u;

Anggota Badan Pennursyarvaratan Desa (RPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenli, maka

secara otornatis Anggota Badan tr)ermusyarvaratan Desa (BPD) pengganh Antar Waktii
menggantikannya;

Dengan Berlakunya Kepr"itusan ir:i rnaka Keputusan Bupali Halmahera Barat h{ornor
I TT/KPTSr'Y112024 Khususnya Kolotr 10. Nornor 2 Desa Gamn-vial di nvatakan di cabut dan
tidak berlaku lagi;

Kepulusan rni iriuiai berlaku pada tanggal dr tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal . 7a I1Aaret"

BUPATI HAL}IAIIERA RAT

Yth. I Gubernrrr L{aluku t-,tara di Sofitl.
1. Kepala Badan Kesbangpol & I-inrnas Kab.Hainrahera Ilarat di Jailolo
3 tr{epala BPR4D Kab. Fialmahera Barat di .laiiolo.
;i Katrag l ata Pe rnerintahan Serda Kab. Halmahera Barat di Jailoio.
5. Canrat -Qahu Tiniur cli .\kelarncr
{-.. Yang bersaugkutan untuk cliketahui dan seLrerlun!a.

Ass. Bid Penr & I(esra

Kalrag Hukum & Org

Tenrbusan : disalnpraikan kepada.



LAMPIRAN : KEPIJTUSAN BL:P;\TI r-lAI-\,{AI-lER{ I}ARAT l\iON,tOR 6.t n iXp-rSi B / feHttrv 2026T,A]VGGAL 2so M A fL"T TA}{L,IN 2a26

DAFTAR : PENGESAHAN PETT*CANGKA'rAN ANGCOTA BADAN PER]\.ILISYAWAR;\T'AN
PERCANTIAN ,{.-\"TAR WAK U (PAW) PADA DF]SA GA\4NYIAT- D] KECA\4A"TAN
KAB UPA EN FIAL]VfAHERA BAR AT.

DESA (BPD
SAI{LJ TI&{{JR

NO NAMA DESA NAMA ANGGOTA YANG
BERAKHIR MASA TUGAS

NAMA ANGGOTA YANG
DIANGKAT

JABATAN
I 2

1. GAMNYIAL JIMMI MdRSHAL LAEOPANG

3

YOEL PANTJO

BUPATI IIALMAIIE T

YAMES UANGirss. Bid Pr:nr & Kesra.

Kahag }lukum & Org

1


